BABI
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, peran lembaga peradilan adalah
mutlak diperlukan, sebab dengan adanya lembaga peradilan akan dapat
mewadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam
bentuk yang nyata. Dengan demikian, interaksi di dalam peradilan itu akan
terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atas bergabai
perilaku baik dalam hubungan-hubungan individu maupun kelompok sosial
masyarakat. Dari perjalanan waktu lembaga peradilan di Indonesia mengalami
perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari

kelembagaannya maupun dalam sistem penegakan hukumnya'.

Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam
Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, sehingga dengan adanya penegasan tersebut mengandung pengertian
bahwa setiap tindakan dari pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara
terhadap rakyatnya harus berdasarkan hukum yang berlaku, yang ditentukan
oleh rakyat/wakil-wakilnya di dalam badan legeslatif. Jadi bukan berdasar
kehendak penguasa atau tindakan sewenang-wenang yang merampas hak asasi

manusiaZ.

'Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 64
“Moh. Hatta, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Cet. 1, Galangpress, Yogyakarta, 2008, h. 95
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Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 45) disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi”.

Kekuasaan Kahakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip
penting bagi Indonesia sebagai negara hukum. Prinsip ini menghendaki
kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan dari pihak manapun,
sehingga dalam menjalankan kewajibannya ada jaminan ketidak berpihakan
kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan’. Guna
memperkokoh penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang telah ditentukan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu
dilakukan penyesuaian atas berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan

kehakiman.

Mengenai badan dan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang, antara lain

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

3 Ibid., h. 94
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung merupakan salah satu kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari
semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari

pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain*.

Lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 adalah :

a. Peradilan Umum

Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di bawah
Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakian dalam

lingkungan Peradilan Umum meliputi :

4 Tim Visi Yustisia, Kabinet Kerja (Jokowi-JK), UUD Negara Repulik Indonesia Tahun 1945,
Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-undangan, Cet.1,
Visimedia, Jakarta, 2014. h. 62-63
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1) Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota
Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau
Kabupaten; dan

2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan daerah

hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di
lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota
Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa Pengadilan Negeri sebagai
Pengadilan Tingkat Pertama berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan

pada umumnya.

Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di
lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding
terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri, dan
Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir

mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di
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daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan

undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi.

b. Peradilan Agama
Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah
Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Susunan Hirarki Peradilan Agama secara instansional diatur dalam
Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tantang Peradilan Agama, yang

menentukan bahwa Peradilan Agama terdiri dari dua tingkat, yaitu :

1) Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;

2) Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding®.

Hirarki Peradilan Agama sangat penting untuk diketahui, sebab hal
tersebut berkaitan dengan penentuan kewenangan antara dua peradilan,
yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang keduanya
berada dalam pengawasan Mahkamah Agung, tetapi mempunyai fungsi

yang berbeda sebagaimana berikut :

>M. Yahya Harahap, S.H., Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7
Tahun 1989), Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, h. 105
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1) Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan
yang bertindak menerima, memeriksa dan menerima setiap permohonan
atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah;

2) Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding,
bertindak dan berwenang “memeriksa ulang” suatu perkara yang

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama®.

Pengadilan Agama dibentuk melalui undang-undang dengan daerah
hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan
Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim
Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Begitu pula Pengadilan
Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang, hanya saja daerah
hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama
terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera,

dan Sekretaris.

c. Peradilan Militer

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan
pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang
berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari :

1) Pengadilan Militer;

® Ibid., h. 106
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2) Pengadilan Militer Tinggi;
3) Pengadilan Militer Utama; dan

4) Pengadilan Militer Pertempuan.

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di
lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan
dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan
keamanan negara. Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di
Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan nama, tempat
kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan
keputusan panglima.

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan
peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang memiliki
tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan bahwa ‘“Pengadilan
Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang
terdakwanya adalah :

1) Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah;

2) yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit
dan anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang
dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-

undang.
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Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan

peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1997, yaitu :

1) memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah

Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas, yang
berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit dan anggota
suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau
dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang yang
Terdakwanya atau salah satu Terdakwanya '"termasuk tingkat
kepangkatan" Mayor ke atas, serta yang tidak disebutkan dalam poin ini,
tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman

harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan :

a) sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata;

b) memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana
yangtelah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya
yang dimintakan banding; dan

¢) memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer Utama merupakan badan pelaksana kekuasaan

peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer. Sesuai

ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pengadilan
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Militer Utama berwenang untuk memeriksa dan memutus pada tingkat
banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata
yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi
yang dimintakan banding.

Selain kewenangan tersebut, Pengadilan Militer Utama berwenang
pula memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang
wewenang mengadili antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di
daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan, antar Pengadilan
Militer Tinggi, dan antara Pengadilan Militer Tinggi dengan Pengadilan
Militer.

Peradilan Militer Pertempuran merupakan badan pelaksana
kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer.
Kewenangan dan Kedudukan Pengadilan Pertempuran telah ditentukan
dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, bahwa
“Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat
pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit, yang
berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota suatu
golongan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai
Prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang yang tidak masuk
golongan yang tersebut di atas, tetapi atas keputusan Panglima dengan
persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Militer”. Pasal 46 Undang-Undang tentang Peradilan

Militer, menyatakan bahwa “Pengadilan Militer Pertempuran bersifat
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mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah

hukum di daerah pertempuran.

. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di
bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi

rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara meliputi:

1) Pengadilan Tata Usaha Negara; dan

2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga
peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan
di Ibu Kota Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, dan Pasal 51 menjelaskan
bahwa “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang
memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding,
memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa
kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam

daerah hukumnya.

23



Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan
Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.
Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua
PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang
mengatur secara khusus mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara. Dalam UU tersebut dijelaskan secara rinci tentang obyek
Peradilan Tata Usaha Negara (Keputusan Tata Usaha Negara), mekanisme
persidangan serta tata cara lain yang berkaitan dengan peradilan tersebut.

Untuk mempermudah percari keadilan, khususnya mengenai kasus
perceraian, Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan
yang memang disediakan untuk kasus perdata tertentu yang eksistensinya
diakui sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Pokok-Pokok Kekuasan Kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
yang dalam ketentuannya dikhususkan bagi yang beragama Islam dengan
lingkup kewenangan yang khusus pula mengenai perkara perdata tertentu
sehingga dapat memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Keberadaan Peradilan Agama sangat diharapkan agar dapat
mewujudkan keinginan masyarakat dalam perlindungan hukum dan
jaminan persamaan kedudukan warga negara untuk menegakkan keadilan,
kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga mampu

memberikan pengayoman kepada masyarakat, dan sangat penting untuk
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dipertahankan, sebab Peradilan Agama tersebut menjadi tempat pengaduan
terakhir bagi yang beragama Islam jika terjadi perselisihan dan persilisihan
tersebut tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan sebagaimana telah
disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. perkawinan;

b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
dan

c. wakaf dan shadaqah.

Di samping kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut
di atas, terdapat pula kewenangan Pengadilan Agama untuk menerbitkan
Akta Perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, bahwa ‘“Panitera berkewajiban memberikan akta
cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum
tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak”

Ketentuan pasal tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa
selain memiliki kewenangan mengadili dan memutuskan perkara

perceraian, Pengadilan Agama diberi kewenangan pula dan bahkan

25



diwajibkan dalam penerbitan Akta Perceraian setelah perkara tersebut

berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya Akta Cerai itu disampaikan

kepada para pihak (suami-isteri).

Ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam
penerbitan Akta Perceraian tentunya menimbulkan tumpang tindih
kewenangan dalam penerbitan Akta Perceraian dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana Pencatatan
Administrasi Kependudukan, yang juga memiliki ketentuan mengenai tata
cara penerbitan Akta Perceraian seperti yang tercantum pada Pasal 40
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa :

a. ayat (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada
Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan
pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;

b. ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan
menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Instansi
Pelaksana yang dalam hal ini adalah Perangkat Pemerintah
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan
pelayanan dalam wurusan Administrasi Kependudukan, karena dalam

penerbitan Akta Perceraian hanya dengan melaporkan kejadian perceraian
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dengan batas waktu yang ditentukan dan menunjukkan bukti putusan dari

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan

dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Agama dalam penerbitan Akta
Perceraian bagi yang beragama Islam?
b. Bagaimanakah keabsahan Akta Perceraian yang diterbitkan oleh

Pengadilan Agama?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai
kewenangan dan keabsahan Pengadilan Agama dalam penerbitan Akta

Perceraian menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Tata Negara, dan lebih khusus
lagi mengenai Kewenangan Penerbitan Akta Perceraian Bagi Yang

Beragama Islam.
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b. Manfaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para penegak
hukum serta dijadikan bahan pertimbangan oleh Badan Legislatif agar
dilakukan revisi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan

Kewenangan Penerbitan Akta Perceraian.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research)
yang mencari kebenaran norma atau aturan hukum yang berkaitan dengan
Kewenangan Penerbitan Akta Perceraian Bagi Yang Beragama Islam

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan
(statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bagi
penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan
membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari mengenai

konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-
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undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau antara regulasi dan undang-

undang’. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan

manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu

dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk

masalah yang dihadapi®.

¢. Sumber Bahan Hukum

Penetilian ini menggunakan dua sumber, yaitu bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim”.

2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar

atas putusan pengadilan'®,

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

" Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Penadamedia Group, Jakarta, 2014 h. 133
8 Ibid., h. 177
% Ibid., h. 181

19 1bid.
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Pengumpulan  bahan  hukum  primer dilakukan  dengan
mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang kemudian
dilakukan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan yang telah
dikumpulkan. Sedang sumber bahan hukum sekunder, yaitu dengan
mengumpulkan buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, makalah dan
sebagainya dengan mengutip apa yang berkaitan dengan penulisan ini serta

mencantumkan nama penulisnya.

e. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan analisis
deduktif, yaitu dimulai dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum
yang kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk
memberikan gambaran mengenai persoalan hukum yang diangkat dalam

penelitian ini.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan yang
bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan
skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bagian Pengantar Skripsi terdiri :

BAB 1 . Pendahuluan  berisi : Judul, Alasan Pemilihan
Judul, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Metode
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BAB II

BAB III

BAB IV

Pendekatan, Sumber dan  Jenis  Bahan  Hukum, Teknik
Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum,
dan Sistematika Penulisan.

Landasan Teori berisi : Kewenangan dan Pemisahan

Kekuasaan yang menjadi dasar untuk mengetahui dan
membedakan antara kewenangan Pengadilan Agama dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal Penerbitan Akta
Perceraian.
: Pembahasan : Pemisahan Kekuasaan, yaitu : 1. Legislait;
2. Eksekutif; dan 3. Yudisial, sehingga dengan
pemisahan kekuasaan tersebut dapat diketahui tentang
Kewenangan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan  Sipil dalam hal Penerbitan Akta Perceraian
dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang- undangan dan
yang dijelaskan pula dengan Teori Kewenangan

: Penutup berisi : Kesimpulan dan Saran.
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